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BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR Er  TAHUN 2OI4

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 60 TAHUN 201 1
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN UNSUR PENGARAH

BADAN PENANGGUI,ANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN JEPARA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATi JEPARA.

bahwa guna meningkatkan kinerja dan
efektivitas kegiatan penanganan bencana di
Kabupaten Jepara, maka perlu mengubah
anggota dari unsur pengarah yang berasal dari
instansi/ lembaga pemerintah daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu metetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Jepara Nomor 60 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pemilihan Unsur Pengarah Badan Penanggu-
langan Daerah Kabupaten Jepara.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2OO4 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor I25, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas
Undang-Undang 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a]aa);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Mengingat

b.
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BUPATI JEPARA 
PERATURAN BUPATI JEPARA 

NOMOR 31 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 60 TAHUN 2011 
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN UNSUR PENGARAH 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
KABUPATEN JEPARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA, 

Menimbang a. bahwa guna meningkatkan kinerja dan 
efektivitas kegiatan penanganan bencana di 
Kabupaten Jepara, maka perlu mengubah 
anggota dari unsur pengarah yang berasal dari 
instansi/lembaga pemerintah daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu metetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Jepara Nomor 60 Tahun 2011 ten tang Tata Cara 
Pemilihan U nsur Pengarah Badan Penanggu­ 
langan Daerah Kabupaten Jepara. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
«e» aoo» nano 1AR5taaa 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa3Q;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonsia Tahun 2OO7 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2077 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a\;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan
Pemerintah Nomor 3B Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintrah Daerah provinsi. Dan
Pemerintahan Daerah KabupatenlKota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a737);

Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7
Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7, Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 47411:

Peraturan Pemerintah Nomor 2I Tahun 2008
Tentang Penyelenggaraan Penenggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aB2B);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008
Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor a829);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008
Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan
Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2OOB Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4830);

KEPALA I]AGIAF{

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonsia Tahun 2007 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
nomor 4723); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pem ben tukan Peraturan Perun dang- U ndangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintrah Daerah provinsi, Dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 
89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 
Ten tang Penyelenggaraan Penenggulangan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 
Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 
Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan 
Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4830); 



Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2OO7 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang- Undangan ;

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3
Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten
Jepara Nomor 3 Tahun 2OO8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

Peraturan Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun
2OlI tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara
Tahun 2OIl Nomor L7 , Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);

Peraturan Bupati Jepara Nomor 60 Tahun 2OIL
tentang Tata Cara Pemilihan Unsur Pengarah
Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten
Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun
2OI1 Nomor 445\ ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR
60 TAHUN 201 1 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN UNSUR
PENGARAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN JEPARA

Pasal i

Ketentuan Pasal 6, dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 60 Tahun 2OLI
tentang Tata Cara Pemilihan Unsur Pengarah Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara
Tahun 2OlI Nomor 4451, diubah sebagai berikut :

Pasal 6

Anggota unsur pengarah dari instansi/lembaga pemerintah daerah terdiri

dari :

t2 .

13.

14 .

15 .

a.
b .
c .
d .
e .

Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM;
Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan;
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
Dinas Kesehatan; dan
Badan Lingkungan Hidup.

Menetapkan 

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Pera tu ran Perun dang- U ndangan; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2); 

14. Peraturan Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sadan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15); 

15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 60 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Pemilihan Unsur Pengarah 
Sadan Penanggulangan Daerah Kabupaten 
Jepara (Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2011 Nomor 445); 

MEMUTUSKAN 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 
60 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN UNSUR 
PENGARAH SADAN PENANGGULANGAN BENCANA 
DAERAH KABUPATEN JEPARA 

Pasall 

Ketentuan Pasal 6, dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 60 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Pemilihan Unsur Pengarah Sadan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Jepara (Serita Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2011 Nomor 445), diubah sebagai berikut : 

Pasal6 

Anggota unsur pengarah dari instansi/lembaga pemerintah daerah terdiri 
dari: 

a. Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM; 
b. Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan; 
c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
d. Dinas Kesehatan; dan 
e. Sadan Lingkungan Hidup. 
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku padatanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal  L2 seprembe r  2OL4

BUPATI JEPARA

W
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal  12 Seprembe r  2OL4

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

BERITA DAERAH
PENELffiIAEN PRODUK HUKUft4
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Sekretaris i-'. . ,.r

, 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Jepara 
pad a tanggal 1 2 September 2014 

AHMAD MARZUQI 

Diundangkan di Jepara 
pad a tanggal 1 2 September 2014 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

Kasubag 
Kepala SKPD Sengusul 

BAGIAN HUKUM 

UPATEN JEPARA TAHUN 20,D±''227 
PENELFiA; PRODUK HUKUV 
• Fi [Ti Sekretaris ·­ 
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BERITA DAERAH 


